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_ .KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESTA

No. 0232 /0/1977
" tentang

" Mengubah Status SMP. Swasta Di Limpung Kecamatan Lim—
~ pung Kabupaten Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
' Tengah Menjadi SMP Negeri Di Limpunge.—

'MENTERT PEWDIDIKAN DAN KEBUDAYALN,

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/1/1977, Hal : Pembukaan 87 Sekolah

- baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50
sekolah Swasta/Penda.

bahwa SMP Swasta di Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang,
telah menunjukkan perkenbangan yang nenuaskan ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarckat sekitarnya,

: sghingga ealon—calon yang masuk SMP tersebut cukup banyek 3
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bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Dacrah setenpat untuk
nembantu usaha—usaha SMP tersebut ;

d. bahwa syarat—syarat untuk'mengubah SMP Swasta di Linmpung Keca-
ratan Limpung Kabupaten Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah nenjadi SMP Negeritdi Limpung, telah dipemuhi ;

bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut dié%ﬁé;“dipanr
dang perlu nengubah status SMP Swasta di Linpung Kecamatan Lim—
pung Kebupaten Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nen
jadi SMP Negeri di Linpunge ; -
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a. Keputusan Presiden Republik Indonesia ¢
1, No., T3/1 tahun 1972 i

2, No, . 9 tahun 1973

3. No. 44 tahun 1974

.44 No, -45 tahun 1974 -

~ .5, No. 12 tehun 1977 2

b, Keputusen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggel 17 April
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1975 No. 079/0 tahun 1975.

: Surat Menteri Negara PepertiBan Araratﬁr Negara tanggel 2T.April
1977 No. B-504/I/MENPAN/4/TT. i

MEMUTUSKAN:

e L

Mengubah spatué SNP- Swasta di'ﬁimpung Kecanatan Linpung Kabupaten
Batang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nenjadi SMPbegeri di

Limpunge =

‘Menugaskan kepada Kecpala SMP SWwasta di Linpung Kecaratan Linmpung
Kabupaten Batang untuk melaksanakan perubzhan status tersebut pa—
da pasal "Pertana" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Depar
“termen Pendidikan d an Kebudayaan Propinsi Jawa Tengohe

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada
nata anggaran @ :
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dari Anggaran -Pendapatan dan Belanja Departenen Pendidikan dan Kebu=—
daysen tohun 1977/1978 dan untuk tahun ~tehun selanjutnya pada mata
anggaran yeng selaras dengan itu, :

dengan ketentuan bahwa segala hutang=piutang yang berasal dari sta—
tus lema tidak diperhitungkan/dibebankan pade nata anggaren tersebut,
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Hal-hal lain yang belun/tidak diatur dalan Keputusan ini akan diatur
lebih lanjut da_lan ketentuan tersendiri,

g :

' Keputussen ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut ter—
hitung mulai -tanggal 1 April 1977 .= :

Ditetapkand i Jakarta
pada tanggel 30 Juni’ 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
; = e a.‘n.b.
Sekretaris Jenderal,
3 t.t.d'

( T Unexr Ali )n'

SALINAN Keputusan ini disanpaikan kepada 3
1. Sekretariat Negaray :
2. Sekretariat Kabinetwn
- 3, Serma Menteri Negara,
4., Semua Menteri,
5« Sekjen, Dep.P dan K, .
6, Serma Dirjen, dalam lingkungan Dep.P dan K, .
7. Ketua BP3K pada Dep.P dan K,
8. Ipspektur Jenderal Dep.P dan K, = Y
9, Serma Dirjen, Itjen dan BP3K dalan lingkungan Dep.P den K, = . . %
10. Semua Direktorat Biro, Pusat, Inspektur dan P,N, dalan lingkungan Dep,FP dam K &
,11. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Sermarang,

-12,. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Poun pada Kentor Wilayah Dep,P dan K Propifns:l
Jawa Tengeh di Semarang, ; :
.13. Gubernur Kepala Doerah Tingkat I Jawa Tengah di Senarang, ;
.14. Bupati Kepala Dacrah Tingkat II Batang di Batang,
. .15. Kepala S.M.P. Negeri di Limpung,
16, Badan Pemeriksa Keuangan, :
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak, b e
19. Dit. Perbendaharasn Negara dan Tatalaksana Anggaran,
" .20, Kantor Perbendaharaen Negara di Semarang, P
21, Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22, Iembaga Administrasi Negara, ;
2%. Biro Pusat Statistik, e
24, BAPPENAS, Ao
25. L.I.P.Io, : = : ‘
26, Ketua DPR-RI _ = :
27. Konisi IX DPX'{-RI.- Saliha \esz.g:i dengan aslinya
: ‘ Kepala Bagian’ unan Raneangan Perajuran
: nndan ndanzan Depe P dan K,
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